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ARTICLE INFO ABSTRAK
Diterima tanggal : 31 Januari 2024 Konflik nelayan terjadi di Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan wilayah perbatasan antara Provinsi Aceh
Perbaikan naskah: 17 Mei 2024 dan Sumatera Utara, terutama antara nelayan Kabupaten Singkil dengan nelayan dari luar daerah. Penelitian ini
Disetujui terbit : 2 Juni 2024 penting untuk dilakukan dikarenakan selama ini kajian konflik nelayan dengan resolusi konflik dengan pendekatan

bottom-up masih minim. Ada tiga tujuan penelitian, yaitu: memetakan wilayah rawan konflik nelayan, mengkaji
peran Panglima Laot dalam upaya penyelesaian konflik yang berkeadilan, dan menganalisis dampak penyelesaian
konflik nelayan berbasis kearifan lokal terhadap keinklusivan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ kualitatif dengan menggunakan teori konflik dari Lewis A. Coser. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus
marina.v10il.13834 sampai Oktober 2023. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, focus group discussion (FGD)
bersama pemerintah, Panglima Laot, dan masyarakat nelayan. Data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal,
berita, aturan adat, dan observasi lapangan juga dilakukan untuk mengamati kondisi perikanan secara langsung .
Hasil penelitian menemukan bahwa 1). Konflik nelayan terjadi akibat masuknya nelayan luar Aceh Singkil yang
menangkap ikan dengan cara yang dilarang yang menyebabkan rusaknya habitat ikan dan berkurangnya kuantitas
tangkapan nelayan lokal; 2). Konflik nelayan yang terjadi membuat lembaga adat semakin kuat dan membaik
dengan terbentuknya aturan adat penangkapan ikan beserta sanksinya; dan 3). Konflik nelayan meningkatkan
rasa solidaritas, integritas, adanya konsensus, dan meningkatkannya pengawasan diantara nelayan serta adanya
aturan penindakan terhadap pelaku illegal fishing.
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ABSTRACT

Fishermen's conflicts occur in Aceb Singkil Regency, a border area between Aceb and North Sumatra Provinces,
especially between fishermen in Singkil Regency and fishermen from outside the region. This research is essential because
the study of fishermen's conflicts with conflict resolution with a bottom-up approach is minimal. The research has three
objectives: mapping areas prone to fishermen's conflicts, examining Panglima Laot's role in resolving conflicts justly and
analyzing the impact of fishermen's conflict resolution based on local wisdom on community inclusion. This qualitative
research uses conflict theory from Lewis A. Coser. The study was conducted from August to October 2023. Primary data
was collected through interviews and focus group discussions (FGD) with the government, Panglima Laot, and the fishing
community. Secondary data collected from books, journals, news, customary rules, and field observations are also carried
out to observe fisheries conditions directly. The results of the study found that 1). Fishermen's conflicts occur due to the
entry of fishermen outside Aceb Singkil who catch fish in probibited ways that cause damage ro fish babitats and reduce
the number of local fishermen's catches; 2). The conflicts between the fishermen made customary institutions stronger and
improved with the formation of customary fishing rules and their sanctions; and 3). Fishermen's conflicts increase the
sense of solidarity, integrity, consensus, and increased supervision among fishermen, as well as the existence of enforcement
rules against illegal fishing perpetrators.

Keywords: : conflict resolution; inclusive; local wisdom; fishermen conflict; Panglima Laot

PENDAHULUAN

Latar Belakang seringnya kasus penyelundupan barang illegal,
susahnya jaringan internet, dan penngambilan
tanah yang menyebabkan hilangnya daratan pulau
(Rahayu & Junior, 2021). Di Kepulauan Meranti,
kasus yang sering dijumpai di perbatasan Indonesia
dan Malaysia adalah penyelundupan narkoba
(Silviani & Prayuda, 2017). Permasalahan nelayan
juga terjadi di Aceh Singkil seperti pelanggaran batas
wilayah penangkapan ikan, surat izin penangkapan,
penggunaan alat tangkap, dan pelanggaran aturan

Indonesia merupakan negara maritim dengan
luas lautan lebih besar daripada daratan (Arifin
et al., 2024). Luas lautan Indonesia yaitu 3,25
km? sedangkan luas daratannya sebesar 2,01 km?.
Luasnya lautan ini mendatangkan manfaat untuk
kesejahteraan masyarakat namun juga menimbulkan
permasalahan baik masalah sosial, ekonomi, budaya
maupun lingkungan. Batam sebagai kota yang
berada diperbatasan mengalami permasalahan
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adat istiadat tentang penangkapan ikan, baik yang
dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal maupun
pendatang. Permasalahan tersebut menimbulkan
konflik antar nelayan, terutama konflik antara
nelayan lokal dengan nelayan pendatang dari
Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga yang
merupakan bagian wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Nelayan dari Tapanuli Tengah dan Sibolga
melakukan  pelanggaran  territorial ~ dengan
menangkap ikan di wilayah adat Aceh Singkil, dan
penggunaan alat tangkap seperti bom ikan dan
trawl. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
Aceh mencatat sejak tahun 2015 kasus pelanggaran
penangkapan ikan telah terjadi di perairan Aceh
Singkil. Keadaan ini berulang di tahun 2016, 2017,
dan 2021 dengan pelanggaran seperti tidak membawa
dokumen kapal, dan penggunaan pukat tarik yang
dilarang undang-undang perikanan (Salihin, 2021;
Singkil, 2017). Kapal asal Sibolga pada tahun 2016
memasuki wilayah Aceh Singkil dan melakukan
pengeboman ikan serta tidak membawa dokumen
kapal. Di tahun 2021 ditemukan juga kapal yang
menangkap ikan menggunakan peralatan yang
dilarang seperti trawl (Zulkarnain, 2021). Di tahun
2023 ini kembali terjadi kasus pengeboman ikan
yang dilakukan oleh KM Baru Rezeki asal Sibolga
(Polda Aceh, 2023; Rosadi, 2023).

Aceh memiliki lembaga adat yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh. Undang-Undang tersebut
menyebutkan bahwa lembaga adat di Aceh menjadi
sebuah lembaga yang membantu Pemerintah Aceh
maupun kabupaten/kota dalam bidang keamanan,
ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
Terdapat tiga belas lembaga adat di Aceh yang
salah satunya disebut dengan Panglima Laot yang
berhubungan dengan kemaritiman. Berdasarkan
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang
Lembaga Adat, Panglima Laot merupakan ketua
adat yang memimpin dan mengatur adat istiadat
di bidang pesisir dan kelautan. Kehadiran Panglima
Laot ini berwenang untuk menyelesaikan sengketa
adat dan perselisihan di antara masyarakat nelayan.
Penyelesaian konflik nelayan di Aceh Singkil selama
ini menggunakan pendekatan top down. Pendekatan
ini kurang mampu menyelesaikan permasalahan
diantara nelayan. Ketidakmampuan ini dilihat dari
pelanggaran yang sama terus kembali berulang dan
masyarakat lokal mengeluh terhadap kondisi ini.
Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian kepada
lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat di
Aceh Singkil. Penangkapan ikan secara illegal dapat
menurunkan kualitas lingkungan perairan seperti
ikan yang masih kecil ikut mati, rusaknya terumbu

60

karang, dan tercemarnya air laut. Rusaknya kondisi
laut ini berdampak kepada kuantitas tangkapan ikan
yang menurun dan berpengaruh kepada penurunan
pendapatan nelayan serta menimbulkan konflik
horizontal (Wahyuddin et al., 2017).

Konflik identik dengan kegiatan yang negatif,
karena dapat merusak tatanan kehidupan sosial.
Meskipun demikian, konflik juga tidak selamanya
bermakna negatif seperti yang diutarakan oleh Lewis
A. Coser (Coser, 1964). Coser menjelaskan bahwa
konflik dapat bermakna positif dan berdampak pada
penguatan sistem sosial yang ada (Coser, 1964;
Musahwi & Pitriyani, 2022a). Ini terjadi karena
konflik dapat menjadi alat untuk mempertahankan
dan memperkuat sistem sosial. Keberadaan konflik
tersebut dapat melihat bagaimana masyarakat lokal
berhadapan dengan kelompok masyarakat dari
luar (Rofiah, 2016; Tualeka, 2017). Penggunaan
nilai-nilai kearifan lokal mampu mengatasi konflik
karena mengutamakan perdamaian (Nasa & Nuwa,
2021). Dari uraian latar belakang tersebut tulisan ini
memiliki visi utama untuk mencari tahu bagaimana
konflik nelayan di Aceh Singkil mampu memberikan
dampak positif bagi masyarakat nelayan lokal.
Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini
bertujuan untuk memetakan wilayah rawan konflik
nelayan, mengkaji peran Panglima Laot dalam
upaya penyelesaian konflik yang berkeadilan, dan
menganalisis dampak penyelesaian konflik nelayan
berbasis kearifan lokal terhadap inklusi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan tiga konsep,
yaitu konflik, kearifan lokal, dan masyarakat
inklusif. Konflik merupakan ketidakcocokan di
antara dua pihak atau lebih karena ada kebutuhan
yang tidak terpenuhi (Bidayani & Kurniawan,
2020). Ketidakcocokan ini dapat merujuk pada
tujuan yang berbeda antara dua pihak atau lebih
yang menimbulkan sengketa (Suharko, 2017). Ada
dua konsep konflik yang selalu berdampingan yaitu
manajemen konflik dan resolusi konflik. Manajemen
konflik merujuk pada penanganan dan pengelolaan
konflik sedangkan resolusi konflik merujuk pada
usaha yang dilakukan oleh aktor yang terlibat konflik
untuk menemukan jalan tengah menghentikan
konflik mereka (Putri, 2022). Dalam memahami
konflik perlu dilakukan pemetaan konflik. Pemetaan
konflik menurut Wehr (Wehr & Boulding,
1979) dapat dilakukan dengan melihat pada 1).
Sejarah/ asal usul terjadi konflik, 2). Geografis,
ekonomi, dan politik, 3). Aktor yang terlibat baik
langsung maupun tidak langsung, 4). Isu konflik
yang terdiri dari fakta, nilai, kepentingan, dan
aspek non-realistik, dan 5). Dinamika konflik
(Suharko, 2017).
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Penelitian ini berfokus kepada konflik
nelayan. Kajian konflik maritim banyak membahas
konflik di wilayah perbatasan Indonesia dengan
negara lain (Adikara & Munandar, 2021; Firdaus &
Mutmainah, 2020; Junef, 2018; Maria et al., 2022).
Penelitian yang dilakukan oleh Ayu er al. (2021)
menjelaskan bahwa konflik Laut Cina Selatan di
perbatasan negara diselesaikan dengan merujuk
hukum internasional. Sengketa di Laut Cina Selatan
dalam penyelesaiannya tidak hanya melihat kepada
sejarah dan hukum, tapi juga melalui perundingan
(Junef, 2018; Kartikasari, 2019; Robertua &
Sinaga, 2018). Toruan dan Saragih memfokuskan
peran Indonesia dalam penyelesaian konflik
tersebut dengan mengambil peran sebagai inisiator
penyelesaian konflik (Toruan, 2020; Saragih, 2018).
Adikara dan Munandar juga melihat penyelesaian
konflik maritim di Laut Natuna Utara menggunakan
pendekatan narrative policy analysis mengungkapkan
bahwa kebijakan diplomasi pertahanan maritim
masih belum maksimal yang terbukti dengan sering
ditangkapnya kapal asal Tiongkok (Adikara &
Munandar, 2021).

Konsep kedua yaitu tentang kearifan lokal,
yang dapat dipahami dalam beberapa sudut pandang.
Kearifan lokal sebagai sebuah ciri khas sebuah
bangsa yang mampu menerima dan memodifikasi
budaya yang datang dari luar menjadi sesuatu
yang baru melalui kemampuan diri (Kasmi, 2019).
Selain itu, kearifan lokal diperoleh berdasarkan
pengalaman dan melekat dalam diri masyarakat
(Asmal er al., 2023). Lebih lanjut, kearifan lokal
dapat dilihat dari ide, aktivitas sosial dan artefak.
Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai pedoman
hidup dalam menjalankan aktivitas sehari-hari
masyarakat (Muzakkir, 2021; Nur ez al, 2023;
Purnami, 2019). Penggunaan kearifan lokal
melalui nilai-nilai, etika, dan perilaku menjadikan
pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih
bijaksana (Daniah, 2016). Oleh karenanya, kearifan
lokal merupakan ciri khas sebuah masyarakat
dalam mengelola dan menciptakan hubungan
yang  harmonis antara  penduduk  dengan
lingkungannya.

Kajian penyelesaian konflik berbasis kearifan
lokal telah banyak dilakukan terutama berkaitan
dengan konflik agama dan etnis (Bohnet et al.,
2018; Henne & Klocek, 2019; Rink & Sharma,
2018; Schlee, 2008; Svensson & Nilsson, 2018).
Penyelesaian konflik etnis antara lain dapat
diselesaikan oleh sebuah lembaga adat yang
dikenal dengan Duw’a Moan Watu Pitu (Nasa &
Nuwa, 2022). Pada Suku Sasak, penyelesaian
konflik tidak hanya diselesaikan melalui lembaga
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adat namun juga melibatkan tokoh agama (Zuhdi,
2018). Resolusi konflik berbasis kearifan lokal juga
dapat dilihat dalam penyelesaian konflik agama
yang diselesaikan melalui Pela Gandong (Ismail et
al., 2022). Penyelesaian konflik berbasis kearifan
lokal juga untuk menyelesaikan masalah adat (Ilyas,
2014; A. Nurdin & Kasim, 2016), konflik komunal
(Suherman & Sirajuddin, 2018) dan sengketa waris
(Khilmi & Arvina, 2020).

Konsep masyarakat inklusif yaitu kondisi
masyarakat yang mampu menerima segala bentuk
keberagaman, kehadiran kondisi yang berbeda,
dan menampung berbagai bentuk kebaruan yang
ada di dalam masyarakat (Trisniawati ez al., 2019).
Trisniawati memberikan gambaran berperannya
masyarakat inklusif tersebut. Dari literatur review
di atas, terdapat kekosongan studi mengenai
kajian politik nasional terkait konflik maritim di
wilayah perbatasan antar kabupaten antar provinsi,
dan penyelesaian konflik maritim yang dilakukan
oleh lembaga adat “Panglima Laot” sebagai
wujud kearifan lokal. Maka dari itu penelitian
ini memberikan pembaharuan yaitu penyelesaian
konflik maritim secara bottom-up berbasis kearifan
lokal di perbatasan antar provinsi.

Pendekatan Ilmiah

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,
yang dilakukan dalam tiga bulan terhitung dari
bulan Agustus hingga Oktober 2023. Penelitian ini
melihat sisi positif konflik nelayan yang dipahami
oleh komunitasnya. Melalui penelitian kualitatif,
diharapkan tidak hanya diperoleh penjelasan lebih
mendalam. Lokasi penelitian berada di wilayah
Kabupaten Aceh Singkil. Pemilihan wilayah ini
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 1) secara
geografis, Aceh Singkil merupakan kabupaten paling
selatan di Provinsi Aceh bagian pesisir barat yang
berbatasan langsung dengan kabupaten lain dari
provinsi yang berbeda. Di lokasi ini terdapat konflik
nelayan di wilayah perbatasan dan perairan Aceh
Singkil dengan provinsi lain. 2) Secara sosiologis,
masyarakat Aceh Singkil memiliki kearifan lokal
terkait pengamanan maritim yang dikenal dengan
Panglima Laot.

Pengumpulan  data  dilakukan  melalui
dokumentasi, wawancara, Focus Group Discussion
(FGD), dan observasi langsung. Data yang
dikumpulkan melalui dokumen diperoleh dari
jurnal, berita di media massa, Dinas Kelautan dan
Perikanan Aceh, Dinas Perikanan Kabupaten Aceh
Singkil, dan aturan adat Panglima Laot. FGD
dilakukan dengan Dinas Perikanan Kabupaten
Aceh Singkil , lembaga adat (Panglima Laot
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Kabupaten, Panglima Laot Kecamatan, Panglima
Laot Lhok), dan masyarakat nelayan. Wawancara
dilakukan dengan teknik menggunakan teknik
purposive. Teknik ini relevan digunakan karena
pemilihan partisipan dari masyarakat atau individu
didasarkan pada ciri-ciri tertentu yaitu berkaitan
dengan kemaritiman. Pemilihan narasumber dalam
wawancara berdasarkan profesi sebagai nelayan.
Wawancara dilakukan kepada 25 nelayan di Aceh
Singkil. Pengumpulan data melalui observasi
dilakukan dengan melihat kehidupan nelayan dan
masyarakat pesisir untuk mendapatkan informasi
sumber dan respon terhadap konflik. Analisis
dilakukan menggunakan teknik analisis data
interaktif dari Miles dan Huberman. Teknik analisis
data ini melewati empat tahapan yaitu pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan (Miles ez al., 2014) .

KONFLIK NELAYAN DI PERAIRAN ACEH
SINGKIL

Kabupaten Aceh Singkil berbatasan langsung
dengan Kabupaten Tapanuli Tengah mengakibatkan
perairan kabupaten Aceh Singkil rawan konflik
nelayan. Konflik nelayan yang timbul disebabkan
adanya kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh
nelayan asal Tapanuli Tengah dan Sibolga dari
Sumatera Utara. Dalam FGD terungkap bahwa
nelayan dari dua daerah tersebut melakukan ekspansi
ke perairan Aceh Singkil disebabkan sumber daya
ikan yang menurun di perairan Tapanuli Tengah
dan Sibolga, sementara sumber daya ikan di
perairan Aceh Singkil melimpah. Selain itu juga
disebabkan permintaan ikan di daerah Tapanuli
Tengah dan Sibolga tinggi, pengawasan laut lemah,

Konflik nelayan yang terjadi berada di
kecamatanyangberbatasan langsung dengan Tapanuli
Tengah dan Sibolga yaitu Kecamatan Singkil Utara,
Pulau Banyak, dan Pulau Banyak Barat. Nelayan dari
Tapanuli Tengah dan Sibolga yang menangkap di
perairan kecamatan Singkil Utara, Pulau Banyak dan
Pulau Banyak Barat mayoritas menggunakan trawl,
bom dan muro ami. Selain masuknya nelayan asal
Sibolga dan Tapanuli Tengah yang menggunakan alat
tangkap illegal, di Pulau Banyak dan Pulau Banyak
Barat nelayan lokal juga melakukan pelanggaran
dengan cara menangkap ikan menggunakan
kompresor. Tabel 1 adalah pelanggaran yang
terjadi di wilayah Aceh Singkil yang dilakukan oleh
nelayan asal Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Aceh
Singkil.

Kegiatan-kegiatan illegal fishing di Aceh
Singkil ini merupakan destructive fishingyang menjadi
pemicu konflik antara nelayan yang ada di wilayah
Aceh Singkil dengan nelayan asal Tapanuli Tengah
dan Sibolga. Ada beberapa hal hubungan destructive
fishing dengan munculnya konflik nelayan. Pertama
penggunaan alat ikan yang illegal seperti bom ikan,
dan trawl dapat mengancam keberlangsungan hidup
dan merusak habitat ikan(Nurdin & Grydehj,
2014). Kedua kegiatan destructive fishing tidak
mempunyai selektivitas target tangkapan sehingga
ikan yang ditangkap tidak lagi berdasarkan ukuran
maupun jenisnya (Bacalso & Wolff, 2014). Hal ini
tentu dapat merusak reproduksi dan regenerasi ikan
yang pada akhirnya populasi ikan menurun drastis,
karena berkurangnya jumlah ikan yang dapat
bertahan hidup dan berkembang biak (Seminara
et al, 2023). Ketiga penggunaan kompresor
yang merupakan alat yang dilarang oleh undang-

dan tersedianya alat tangkap modern yang dimiliki ~ undang,berdampak langsung pada kesehatan
nelayan dari Tapanuli Tengah dan Sibolga.
Tabel 1. Kasus Destructive Fishing di Aceh Singkil.
Tahun Lokasi Kejadian Asal Pelaku Jenis Destruktif Fishing
2016 Kec. Singkil Utara Kabupaten Tapanuli Tengah Penggunaan Bom
Pancang Dua Gostel Barat Penggunaan Pukat Kolong
(teripang)
2017 Kec. Singkil Utara Penggunaan Pukat Kolong
o (teripang)
Kec. Singkil Utara
Penggunaan Pukat Kolong
(teripang)
2018 Kec. Pulau Banyak Kec. Pulau Banyak Jaring tidak sesuai
Kompresor
2019 Kec. Singkil U Sibol
ec. Singidl Hrara hotgd Penggunaan Pukat Harimau
2020 Kec. Singkil Utara Tapanuli Tengah Jaring Salam

2021 Perairan Aceh Singkil
2022 Kec. Singkil Utara

Kec. Pulau Banyak
Kec. Singkil Utara

Kompresor
Perusakan Manggrove

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil (2023).
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nelayan. Kompresor dapat mengancam keselamatan
nelayan karena penggunaan kompresor dapat
menyebabkan kelumpuhan. Selain itu nelayan yang
menggunakan kompresor kebanyakan menggunakan
racun dalam menangkap ikan yang berdampak
matinya ikan-ikan kecil. Segala aktivitas destructive
fishing ini pada akhirnya akan bermuara pada tingkat
pendapatan nelayan, sebagai profesi yang umumnya
dilakukan oleh masyarakat pesisir di Singkil Utara,
Pulau Banyak, dan Pulau Banyak Barat. Tkan yang
diambil secara massal, adanya pengeboman hingga
racun ikan menyebabkan kuantitas ikan menurun.
Dengan menurunnya jumlah ikan maka berpengaruh
dengan jumlah tangkapan sehingga kebutuhan
sehari-hari masyarakat juga ikut terganggu
(Agvitasari et al., 2022) .

Nelayan pendatang asal Sibolga dan Tapanuli
Tengah memiliki alat tangkap dan kapal yang lebih
modern ketimbang nelayan lokal Aceh Singkil,
sehingga nelayan lokal Aceh Singkil tidak mampu
bersaing. Misalnya saat terang bulan, nelayan
lokal tidak melaut karena tidak mampu melihat
keberadaan ikan sehingga laut Aceh Singkil kosong.
Kondisi ini dimanfaatkan oleh nelayan pendatang
untuk menangkap ikan di laut Aceh Singkil dengan
mendeteksi keberadaan ikan melalui satelit. Jika
nelayan lokal melaut dan berjumpa dengan nelayan
pendatang tersebut, kapal-kapal nelayan lokal
yang masih tradisional terpaksa harus menjauh
karena adanya kekhawatiran ditabrak di tengah
laut. Hadirnya nelayan luar Aceh Singkil dengan
membawa alat yang lebih modern dan mampu
menangkap ikan lebih banyak membuat hasil
tangkapan nelayan lokal menurun drastis (Afriandi
et al., 2023). Belum lagi jika alat tangkap ikan yang
digunakan nelayan luar merusak terumbu karang
yang menyebabkan rusaknya habitat ikan untuk
memijah (Mirzaa et al., 2021).

Nelayan pendatang, selain melakukan
penangkapan yang tidak ramah lingkungan ternyata
juga melanggar aturan adat yang mengatur wilayah
penangkapan. Aturan adat tersebut mengatur
antara lain wilayah yang dapat diakses oleh
nelayan pendatang, ijin penangkapan, ukuran
kapal, aturan penjualan hasil tangkapan dan hari
pantangan menangkap. Nelayan pendatang masih
diperbolehkan menangkap ikan jika mengantongi
izin dari Panglima Laot, kapal berukuran maksimal
3 GT yang dilengkapi dengan tanda pengenal, dan
tidak menjual hasil tangkapan di wilayah asal ikan.
Nelayan pendatang ke Aceh Singkil juga melakukan
penangkapan di hari-hari yang menjadi pantangan
melaut menurut hukum adat di Aceh Singkil,
seperti malam Jumat hingga matahari terbenam di
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hari Jumat, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari
kenduri laut, peringatan kemerdekaan Indonesia, dan
hari peringatan tsunami Aceh. Wawancara dengan
masyarakat mengatakan bahwa kondisi kosongnya
laut Aceh Singkil ini menjadi kesempatan nelayan
dari Tapanuli Tengah dan Sibolga memasuki wilayah
laut Singkil. Hal ini mengakibatkan masyarakat
nelayan Aceh Singkil marah karena nelayan luar
tidak menghormati hukum adat laut yang menjadi
wilayah tangkapan mereka.

PANGLIMA LAOT: RESOLUSI KONFLIK
BERSIFAT BOTTOM-UP YANG BERKEADILAN

Aceh Singkil merupakan kabupaten paling
selatan Provinsi Aceh. Wilayah ini mempunyai
banyak perbedaan dengan wilayah kabupaten/kota
lainnya di Provinsi Aceh. Aceh Singkil merupakan
kabupaten yang memiliki daratan yang menyatu
dengan daratan Provinsi Aceh dan memiliki banyak
pulau di perairannya (Ismail ez al., 2020). Masyarakat
Aceh Singkil memiliki suku bangsa yang berbeda
dari kabupaten/kota di Aceh lainnya. Aceh Singkil
mayoritas dihuni oleh Suku Pakpak sejumlah 55%,
Jawa 15%, Minangkabau 10%, Nias 7%, dan 12 %
lainnya dihuni oleh gabungan dari Suku Aceh, Alas,
Gayo dan Aneuk Jamee, Suku Haloba, dan Lekon
dan. Suku lainnya yang mendiami Aceh Singkil
adalah Kluet, Devayan, dan Sigula yang berjumlah
1% dari jumlah seluruhnya penduduk Aceh Singkil
(Berutu & Sari, 2019). Meskipun banyak hal yang
berbeda, Aceh Singkil merupakan bagian dari Aceh

yang menerapkan otonomi khusus.

Otonomi khusus di Aceh mengalami
dinamika yang panjang. Namun pada akhirnya, di
tahun 2006 lahir undang-undang terkait kekhususan
Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang No.
11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UU
PA). Melalui undang-undang ini Aceh memiliki
kewenangan dalam mengurus dan mengatur urusan
publik kecuali urusan yang menjadi wewenang
pusat (Suharyo, 2018). UU PA mengatur tentang
Pemerintah Aceh untuk menerapkan Syariat
Islam. Selain menonjolnya pelaksanaan syari’at
Islam dalam kehidupan sosial politik di Aceh,
pengakuan atas kehadiran adat di Aceh juga menjadi
perhatian khusus. Lembaga adat di Aceh yang
tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi
sarana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di
Aceh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/
kota. Ada beberapa bidang dalam lembaga adat ini
dalam upaya mencapai keamanan, ketentraman,
kerukunan, dan ketertiban masyarakat seperti
Keujruen Blang, Pawang Uteun, Syahbanda, dan
Panglima Laot.
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Lembaga adat di Aceh mengatur kemaritiman
melalui lembaga yang dinamakan Panglima Laot.
Dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang
Lembaga Adat dikatakan bahwa Panglima Laot
adalah orang yang memimpin dan mengatur adat
istiadat di bidang pesisir dan kelautan. Panglima
Laot dipilih melalui proses musyawarah di tingkatan
wilayah masing-masing seperti di tingkat provinsi,
kabupaten, kecamatan hingga desa. Qanun Acch
mengenai Lembaga Adat ini menjelaskan bahwa ada
beberapa wewenang yang dimiliki oleh Panglima
Laot seperti menegakkan hukum laut sesuai
kesepakatan daerah masing-masing, menentukan
tata tertib kelautan, penyelesaian sengketa laut, dan
advokasi kebijakan kelautan guna meningkatkan
kesejahteraan nelayan. Selain itu, Panglima Laot juga
mempunyai tugas dalam menjaga dan melestarikan
kawasan pesisir dan laut, mencegah penangkapan
ikan secara ilegal, dan menyelesaikan sengketa
di antara nelayan. Di Aceh Singkil juga berlaku
Qanun tentang Lembaga adat ini, khususnya
Panglima Laot. Panglima Laot di Aceh Singkil
mempunyai tugas dan wewenang yang sama
dengan Panglima Laot pada umumnya seperti
penyelesaiaan konflik nelayan.

Panglima Laot di Kecamatan Singkil Utara,
Pulau Banyak, dan Pulau Banyak Barat merupakan
Panglima Laot yang sering berhadapan dengan
nelayan asal Tapanuli Tengah dan Sibolga. Konflik
antara nelayan Aceh Singkil dengan nelayan
pendatang ini pada awalnya dirasa tidak mampu
diselesaikan oleh Lembaga adat laut, karena
keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana.
Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir dalam
kondisi ini. Beberapa kali kasus pencurian ikan
yang diterjadi di tiga kecamatan di atas belum
mampu  diselesaikan oleh pemerintah kabupaten
hingga provinsi. Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil yang merupakan instansi paling dekat
dengan Panglima Laot tidak mampu mengatasi
illegal ~ fishing ini  disebabkan oleh adanya
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah yang sudah menghapuskan
kewenangan kabupaten/kota dalam mengelola
sumber daya laut.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah pada pasal 27 menyebutkan
bahwa provinsi diberikan wewenang dalam
mengelola sumber daya alam di laut. Selain itu,
provinsi juga berwenang untuk menjaga keamanan
di laut. Undang-undang tersebut berkontribusi
terhadap terjadinya konflik nelayan di Aceh Singkil
dikarenakan tidak adanya dinas khusus yang
membidangi kelautan di Aceh Singkil. Dinas di
Aceh Singkil yang membantu nelayan adalah Dinas
Perikanan yang berperan sebagai perantara antara
Panglima Laot dengan Pemerintah Aceh.

Penyelesaian konflik di perairan Aceh Singkil
ini tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah,
karena laporan yang dimasukkan oleh pemerintah
kabupaten ke provinsi tidak mendapatkan respon
positif. Panglima Laot berharap dengan adanya
intervensi dari provinsi maka konflik yang ada dapat
diselesaikan. Menurut Pemerintah Aceh, sarana
dan prasarana untuk operasional yang dimiliki
tidak memadai, anggaran dan sumber daya manusia
juga terbatas (Afriandi er al., 2023). Selain itu,
Aceh mempunyai garis pantai yang panjang dan
mempunyai batas laut dengan negara lain yang
sering terjadi illegal fishing juga (Adwani, 2018).
Oleh karena itu, kasus illegal fishing sulit untuk
ditangani melalui pendekatan top-down.

Masyarakat nelayan dan Panglima Laot
merasakan bahwa kondisi ini tidak menemukan
jalan tengah dan dapat merugikan ekonomi
mereka, akibat berkurangnya hasil tangkapan.
Panglima Laot Singkil Utara merupakan Panglima
Laot yang aktif berkoordinasi dengan pemerintah
kabupaten. Kondisi Panglima Laot ini juga menjadi
perhatian bagi pegawai pemerhati kesejahteraan
nelayan.  Melalui  pendampingan  pembuatan
regulasi, Panglima Laot Singkil Utara mampu
melahirkan regulasi khusus terkait peraturan adat
laut dan sanksi pelanggarannya. Lahirnya aturan
ini melalui dukungan dan hasil musyawarah dari
masyarakat, beberapa Panglima Laot, Imeum
Mukim, pemerintah kampung dan kecamatan.
Panglima Laot Singkil Utara mengatakan bahwa
di tahun 2019 dilakukan penangkapan terhadap
kapal nelayan yang menggunakan kompresor

Tabel 2. Respon Pemerintah Provinsi Terhadap Konflik Nelayan.

Jenis Konflik Pelanggar

Aktivitas Destruktif Nelayan luar (Tapanuli

Fishing

nelayan lokal provinsi

Respon Pemerintah
Provinsi

Perairan Aceh Singkil
Tengah dan Sibolga) dan merupakan tanggung jawab

Alasan Pemerintah Provinsi

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah. Luasnya
daerah dan keterbataan sumber daya
mengakibatkan konflik yang sama
selalu berulang
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untuk menangkap ikan di perairan Singkil Utara.
Para pelaku melewati sidang adat pelanggaran
laut. Kelompok nelayan ini mendapatkan denda
25 juta rupiah Tahun 2020, kondisi serupa kembali
terulang dan didenda 10 juta rupiah. Sejak kasus
terakhir ini belum ada lagi pelanggaran yang
sampai dilakukan sidang adat. Penanganan kasus di
Aceh Singkil lebih baik jika dibandingkan dengan
penanganan oleh Panglima Laot di Lhokseumawe.
Panglima Laot Lhokseumawe tidak berkembang
dengan baik dikarenakan minimnya dukungan
pemerintah dalam operasional (Sutton et al,
2020). Kondisi yang sama dengan juga dialami
oleh Panglima Laot Aceh Timur yang belum
mampu memaksimalkan perannya sebagai pemimpin
peradilan laot (Ulya & Suriyani, 2016).

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan
adat dilakukan berdasarkan kearifan lokal. Sanksi
adat di wilayah Singkil Utara ini tidak hanya dalam
bentuk uang, melainkan juga dalam bentuk lain
seperti beras dan rempah-rempah, penyitaan hasil
tangkapan dan alat tangkap, dilarang melaut dalam
tempo tertentu, dan pemberian hewan ternak. Dari
sejumlah sanksi yang terkumpul maka akan dibuat
kegiatan sosial agar dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat yang dirugikan. Penerapan sanksi hukum
adat dapat diterapkan dengan baik ketika masyarakat
memiliki rasa yang kuat terhadap adat budayanya
seperti yang dilakukan oleh masyarakat Ombo di
Buton. Sanksi hukum adat yang dijunjung tinggi
oleh masyarakat Ombo membuktikan sakralnya
adat dipelihara dengan baik (Davfid ez al, 2022).
Keberhasilan dalam penyelesaian kasus melalui
penerapan kearifan lokal tidak selamanya berhasil
diterapkan. Lembaga adat di Desa Pa’Pala Krayan
Timur belum optimal dalam mengatasi permasalahan
masyarakatnya dikarenakan lemahnya legitimasi
lembaga adat tersebut (Chandra & Triwidaryanta,
2022). Sesuai dengan pandangan Lewis A. Coser,
konflik yang sering terjadi ini mampu meningkatkan
solidaritas di antara masyarakat nelayan kabupaten
Aceh Singkil dan diantara Panglima Laot. Coser
meyakini bahwa dalam situasi konflik, upaya untuk
melawan atau mempertahankan sesuatu dapat
menghasilkan semangat kebersamaan dan persatuan
di antara para anggota kelompok. Solidaritas yang
muncul melalui kesadaran masyarakat nelayan Aceh
Singkil dalam menentang lawan bersama-sama dan
adanya kepentingan yang sama di antara masyarakat
nelayan (Coser, 1957, 1964; Szczecinska-Musielak,
2016). Kehadiran aturan khusus di Singkil Utara
ini membuat Panglima Laot dari kecamatan lain
dan kabupaten juga ikut merumuskan aturan adat
di wilayah mereka masing-masing. Selain membuat
aturan adat di wilayah mereka, Panglima Laot juga
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menekankan kepada pemerintah kabupaten untuk
membuat Qanun khusus kelautan di Aceh Singkil.
Kekhususan Qanun ini diperlukan mengingat Aceh
Singkil merupakan kabupaten yang terdiri dari
daratan dan kepulauan.

Permintaan para Panglima Laot untuk
membuat Qanun khusus Aceh Singkil ini menjadi
agenda utama lembaga adat laut: Adanya qanun
diharapkan dapat menjadi pijakan kegiatan melaut
di perairan Aceh Singkil, dan mampu meredam
konflik yang terjadi di laut Aceh Singkil. Panglima
Laot sudah berusaha mewujudkan regulasi ini,
melalui berkomunikasi dengan pemerintah, dalam
hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
dan DPRK Aceh Singkil. Namun, sampai saat
iniQanun ini masih belum siap untuk disahkan,
sehingga beberapa Panglima Laot mempertanyakan
keseriusan pemerintah dalam pemberantasan illegal
fishing ini. Lamanya qanun ini dibuat dan disahkan
mengakibatkan kondisi lingkungan laut semakin
rusak dan hasil tangkapan berkurang, sehingga
berdampak pada kesejahteraan nelayan.

INKLUSIVITAS MASYARAKAT SEBAGAI
DAMPAK KONFLIK
Masyarakat inklusif merupakan kondisi

masyarakat yang terbuka menerima masukan dari
kelompok lain guna meningkatkan ketahanan
kelompok tersebut. Dalam kasus yang terjadi di
Aceh Singkil, konflik yang terjadi di perairan Aceh
Singkil berdampak positif terhadap keterbukaan
masyarakat, sehingga membentuk ikatan sosial
yang kuat di antara masyarakat nelayan. Analisis
konflik berdasarkan teori Lewis A. Coser (Coser,

1964) menjelaskan beberapa indikator seperti
peningkatan  solidaritas, integritas, konsensus
kelompok, ~ dan  penindakan  pelanggaran

memperlihatkan konflik nelayan berhasil membawa
masyarakat nelayan menjadi lebih aktif dalam
menjaga lingkungannya.

Pertama, konflik nelayan di Aceh Singkil
berdampak pada meningkatnya solidaritas sosial
kelompok masyarakat nelayan. Solidaritas sosial
merupakan interaksi yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih yang sudah teratur dan intens, adanya
struktur dan nilai-nilai tertentu yang dijalankan
oleh kelompok tersebut (Munifah, 2017) . Dalam
konflik nelayan yang terjadi di Aceh Singkil,
kelompok nelayan menjadi lebih sadar terhadap
ancaman kerusakan lingkungan di wilayah mereka.
Dengan mengetahui ancaman tersebut, nelayan aktif
melaporkan segala kegiatan yang melanggar aturan
adat laut baik pelaku dari luar maupun asal Aceh
Singkil. Nelayan yang mengetahui ada kegiatan
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Penindakan Pelanggaran

Pengawasan ketat dari
masyarakat dan penindakan
tegas terhadap pelaku
pelanggaran, seringkali melalui
persidangan adat

Dialog terbuka, diskusi, dan
kerjasama dalam  mencapai
kesepakatan

Peningkatan Konsensus

Peningkatan Solidaritas
Masyarakat

Tercermin dalam kesadaran
terhadap ancaman kerusakan
lingkungan dan tindakan aktif

Penguatan nilai moral dan etika,
penyelesaian konflik dengan
tanggung jawab, dan komitmen
terhadap nilai-nilai yang
disepakati
Peningkatan Integritas

Kelompok

Gambar 1. Diagram Inklusivitas Masyarakat (modifikasi Teori Lewis A. Coser).

illegal fishing melaporkannya kepada Panglima laot.
Panglima laot kemudian berkoordinasi dengan aparat
berwenang seperti polisi air dan dinas perikanan
untuk melakukan penangkapan terhadap nelayan
yang diduga melakukan illegal fishing. Tidak hanya
kesadaran untuk melaporkan pelaku illegal fishing,
masyarakat nelayan juga berinisiatif mengumpulkan
uang dalam melakukan operasi jika ditemukan
pelaku illegal fishing ini. Inisiatif ini didasari bahwa
pengalaman penyelesaian konflik nelayan tidak
mampu diatasi oleh pemerintah sendirian.

Konflik nelayan di Aceh Singkil juga
berdampak pada semakin meningkatnya integritas
kelompok  nelayan.  Peningkatan  integritas
kelompok nelayan merupakan adanya penguatan
nilai moral dan etika untuk menciptakan kejujuran
dan tanggung jawab (Armond ez al., 2024). Konflik
nelayan tersebut dapat memperkuat identitas dan
integritas kelompok nelayan di Aceh Singkil. Hal
ini sesuai dengan Teori Coser yang menyebutkan
bahwa melalui integritas yang ada dalam kelompok
maka segala aktivitas dan upaya penyelesaian konflik
didasari dengan penuh tanggung jawab, kejujuran,
dan komitmen terhadapt nilai-nilai yang disepakati
(Coser, 1957, 1964; Szczecinska-Musielak, 2016).
Kondisi laut di perairan Aceh Singkil akibat adanya
illegal fishing berdampak pada rendahnya jumlah
tangkapan ikan nelayan. Illegal fishing yang dilakukan
oleh nelayan luar menyadarkan masyarakat nelayan
Aceh Singkil tentang dampak negatifnya. Dengan
kesadaran yang dimiliki, masyarakat nelayan
membuat kesepakatan yang kemudian dijalankan
bersama. Hal itu berbeda dengan sebelum konflik
dengan nelayan dari luar, mereka cenderung
melakukan penangkapan ikan dan mengatasi pelaku
illegal fishing sendiri-sendiri, sehingga citra nelayan
menjadi lemah. Namun dengan adanya konflik yang
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semakin meningkat, nelayan menjadi lebih disiplin
dalam menjalankan perannya sebagai penangkap
ikan, tertib dalam menjalankan aturan adat, dan
menangkap ikan sesuai aturan.

Konflik nelayan di Aceh Singkil mampu
meningkatkan konsensus di antara masyarakat
nelayan dengan Panglima Laot. Konsensus yang
dilakukan oleh nelayan berupa dialog dan diskusi
terbuka, bekerja sama dalam mencapai kesepatan
yang saling menguntungkan dan menghindari
konflik internal yang terjadi. Dalam proses mencapai
konsensus, anggota kelompok perlu mendengarkan
dan memahami pandangan serta kepentingan
masing-masing, sehingga hal ini memperkuat
rasa saling menghargai dan kepercayaan di antara
mereka (Iversen, 2021; Kiihn, 2021). Hasil dari
diskusi antara para nelayan dan Panglima Laot
menghasilkan peraturan adat yang menjadi acuan
bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas di laut.
Peraturan ini tidak hanya memberikan panduan
tetapi juga menetapkan sanksi bagi pelanggarannya.
Tujuan utamanya adalah membangun kolaborasi
dengan nelayan lokal untuk menghadapi masalah
yang dapat merugikan ekosistem laut mereka.

Konflik nelayan di Aceh Singkil juga
berdampak pada pengawasan yang ketat dari
masyarakat dan penindakan yang tegas terhadap
pelaku  pelanggaran. Pelaku pelanggar illegal
fishing di Aceh Singkil cenderung ditindak melalui
persidangan adat, berdasarkan aturan adat yang
telah dibuat sebelumnya. Adanya penindakan
terhadap pelaku pelanggaran telah menyebabkan
jumlah pelaku pelanggaran semakin berkurang. Di
samping penindakan yang tegas, masyarakat juga
aktif dalam melakukan pengawasan. Hal ini juga
menunjukkan solidaritas sosial, bahkan menginisiasi
pengumpulan dana untuk mendukung kegiatan
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pengawasan ini. Hasil temuan di Aceh Singkil ini
juga selaras dengan resolusi konflik yang terjadi
dengan masyarakat Batu Badak di Lampung Timur.
Penyelesaian kasus berupa konflik antar etnis dengan
membangun “tradisi damai” yang selaras dengan ide
Coser menghasilkan kestabilitasan sosial masyarakat
(Musahwi & Pitriyani, 2022b). Tradisi damai yang
dibangun dengan mengutamakan nilai-nilai adat
juga berhasil diterapkan di perdamaian konflik
Poso. Budaya Sintuwu Maroso mengajarkan untuk
menerapkan nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan,
dan persatuan. Nilai-nilai inilah yang menjadi modal
sosial bagi masyarakat Poso menemukan kembali
ketenangan pasca konflik (Yakobus ez al., 2019).

PENUTUP

Penelitian yang dilakukan di Aceh Singkil
berhasil dalam memetakan konflik nelayan. Konflik
yang ada terjadi di wilayah perbatasan Aceh Singkil
(Singkil Utara, Pulau Banyak, dan Pulau Banyak
Barat). Konflik yang terjadi ini disebabkan nelayan
asal Tapanuli Tengah dan Sibolga menggunakan
alat yang dilarang dalam menangkap ikan seperti
trawl, bom, dan Muro Ami sedangkan nelayan
lokal menggunakan kompresor. Penelitian yang
telah dilakukan menunjukkan bahwa konflik tidak
selamanya negatif. Konflik nelayan di Aceh Singkil
telah yang disebabkan oleh kegiatan illegal fishing
yang telah berdampak positif. Penyelesaian konflik
yang sebelumnya bersifat top-down masih belum
berhasil menyelesaikan permasalahan antara nelayan
lokal dengan nelayan pendatang.

Semakin tingginya intensitas pelanggaran di
wilayah laut Aceh Singkil membuat Panglima Laot
berperan dalam menyelesaikan konflik ini. Dalam
upaya penyelesaian konflik ini berdampak positif
terhadap masyarakat nelayan, yaitu munculnya
solidaritas di antara masyarakat nelayan. Nelayan
semakin menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan
moral dalam menjaga lingkungan, adanya upaya
konsensus di antara masyarakat nelayan, dan
meningkatkannya pengawasan dan penindakan
terhadap pelaku illegal fishing. Dari beberapa
dampak positif ini melahirkan sebuah resolusi
konflik yang berbasis kearifan lokal yang mampu
menjadi jalan tengah terhadap penyelesaian masalah,
yang berbasis kearifan lokal berupa aturan adat yang
mengatur tata cara penangkapan ikan, waktu yang
diizinkan melaut, dan sanksi bagi pelanggarnya.

Aturan melaut yang dibuat oleh lembaga adat
laut ini memberikan kesempatan kepada nelayan
dari berbagai daerah untuk menangkap ikan namun
harus mematuhi aturan. Sanksi diberikan kepada
pelanggar setelah melewati sidang adat. Pemberian
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sanksi bagi pelanggar tidak hanya dalam bentuk
materi seperti uang, hewan ternak, dan hasil bumi
tetapi juga dalam bentuk non materi seperti larangan
nelayan untuk melaut dalam waktu yang ditentukan.
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